BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR §3 TAHUN 201,
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
pEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUS] DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan

Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

)ang

Retribusi Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyumas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan

Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah

Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013;

gat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan — Dacrah-dacrah  Kabupaten — dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor (32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan  Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2054 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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3.

10.

ndang- ang
U ng-Undang Nomor 2g Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

_Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5161);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 19
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2011 Nomor 4 Seri Cj;
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun 2011 Nomor S Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di

Kabupaten Banyumas (Lembaran Dacrah Kabupaten

Banyumas Tahun 2011 Nomor 6 Seri C);
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1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 3 Ser

A);
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUS] DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN
ANGGARAN 2013.

etap kan

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

am Peraturan Bupati Banyumas ini, yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah selaku unsur
penyelenggara Pemerintah Daerah. |
Bupati adalah Bupati Banyumas.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah yang selanjutnya
disebut DPPKAD, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Banyumas.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya discbut SKPD adalah
Unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah vang
erdiri  dari Sekretariat Daerah, Sckretariat Dewan Perwakilan Rakvat
Daerap, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja,
::Z:’f‘ Kecamatan dan Kelurahan.
at Pemungut adalah pejabat secara langsung maupun tidak langsung
"embanty SKPD pemungut pajak dacrah dan retribusi daerah.
fsentif Pemungutan pajak dacrah dan retribusi dacrah vang sclanjutnya
l"ebm Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai
n{,hargddn atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak
ui":h [;]an retribusi daerah.
kepada [;lerah yang selanjutnya discbut Pajak, adalah kontribusi wijib
aerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat

.

T —
- m———
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rdasarkan Undang- ' |
naksd perdast I ‘ | ang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
me sung dan digunak; :
langsung gunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-
wa kemakmuran rakyat,
e

.‘1‘
il
L‘ll’imlsl
sebagai pembayaran atas Jusac atau pembernian izin tertentu vang

acrah yang selanjutnvg  dice
) Ds g Jutnva  disebut Retnibusi  adalah punguran

pac
ghusus _
. pcnli“’:!“” orang pribadi atau badan.
a¢ .

Farget penerimaan pajak daerah adalah semua penerimaan daecrah vang

rah
disediakan dan/atau diberikan olch Pemenntah Dacrah untuk

perasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame.

pajak penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak

parkir, Pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,
pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

farget pencrimaan retribusi daerah adalah semua penerimaan dacrah yang

perasal dari :

a. Retribusi Jasa Umum terdiri dari Retribusi Pelayanan Keschatan,
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian
Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman
dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kcbakaran, Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus,
Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi;

b. Retribusi Jasa Usaha terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

® Retribys;j Perizinan Tertentu terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan
Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayck dan Retribusi
lzin Tempat Penjualan Minuman beralkohol.

Targcl Kinerja adalah pencapaian targel penerimaan pajak dan retribusi

Yang diletapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Yang dijabarkan secara Triwulan.

¢ ' ; " ;
rnu”Ie{Utan adalah suatu rangkaian kegialan mulai dari penghimpunan

at, X ) .
q Objek au retribusi, penentuan besarnya pajak atau

dan subjek pajak at

yYang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi

ajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

QDada W

A
nggaran
i

Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut - APBD

il]ah .
nes i rah yang dibahas d:
Tencang keuangan tahunan pemerintahan dacrah yang thas dan
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~
"
v
’,

' . wersama oleh Bupati d; _— .
et berse pati dan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, dan

d apkan dengan Peraturan Daerah.

it

Pasal 2

manlaatan insenti . e
eria? dan pemaniadtan insentil pemungutan pajak dacrah dan retribusi
a1

'  dila

il

¢ o 1 . o
di%cﬁualk‘m dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan dan karakteristik

g

. ];ondiSi obyektil daerah,
(d

r

ksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas

BAB II
leF,‘NTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Bagian Kesatu
Penerimaan Insentif
Pasal 3

| Insentif diberikan kepada SKPD pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi.
| Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan

kepada :
a. Bupati dan Wakil Bupati secbagai penanggung jawab pengelolaan

keuangan daerah,;
b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
Pejabat dan pegawai DPPKAD selaku pelaksana pemungut pajak;
d. Pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi.
e. Pejabat dan pegawai pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan yang

ditugaskan oleh DPPKAD selaku pemungut Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan.
| Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan

untuk meningkatkan :

2 kinerja instansi;

 semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
“ Pendapatan daerah; dan

d. Pelayanan kepada masyarakat.
Pasal 4
SKppy Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi scbagaimana dimaksud

Alam Pasal 3 ayat (1) dapat diberi Insentil apabila mencapai Kinerja

<

Kfr[inu.

Ring. :

1 "*ja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wdaialy pencapatny
“Tget ang telah ditetapkan dalam APBD.

n Penerimaan Pajak dan Retribusiy
Werian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dikayarkan. setinp

tfi“.
Ulan n. ;
I " Pada awa] triwulan berikutnya.

P
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”

1 hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk

fatt Sfacaip " ) .
i - rersebut dibayarkan pada awal tnwulan berikutnya yang telah

""‘11! pai target triwulan yang ditentukan.

a
T‘.c':'::“ ol target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan  tidak
::::1P3i- tidak membatalkan insentif yang sudah dibavarkan untuk triwulan
;bclum"."a'

hal target kinerja pada akhir tahun anggaran (Triwulan IV) realisasi

palam ,
patan kurang dari 100 % (Seratus perseratus) tetapi lebih dari 75 %

a
f:‘:h puluh lima perseratus), insentif diberikan untuk triwulan [l dan
wulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Kedua
Besaran Insentif
Pasal 5
msentif pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima
-erseratus) dari target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD untuk
;inpjcnis Pajak dan Retribusi.
Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam

APBD.
Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang
dibayarkan kepada penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan,
“lap Kepala SKPD pemungut Pajak dan/atau Retribusi menetapkan
Perincian penerima dan besarnya insentif yang dibayarkan kepada pejabat
Gan Peégawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf ¢ dan

"ruf d dengan Keputusan Kepala SKPD.
Kep“tusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan
kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan
bcsamya tanggung jawab dan beban kerja penerima insentif.
BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Ke
pal . ; -
o & DPPKAD menyusun anggaran insentif pemungutan Pajak yang

5 ; Lons
) Arnyq s i S B S T A
Palgy SKpp pelaksana pemungut Retribusi menyusun anggaran Insentif

My ; : B, e
Ngutan Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan target Kinerja

d
Patan Retribusi.
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-

~
anggaran insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

pen dikelompokan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
::c];dasarkan jenis bela“j"‘f pegawai, obyek belanja insentif pemungutan Pajak
5 incian obyek belanja Pajak.
::ngﬂ nggaran insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
at (2 dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan
yerdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja insentif pemungutan

etribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal 8

;m hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir Tahun Anggaran
n tercapai atau terlampaui dan pembayaran Insentif belum dapat dilakukan
s tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun
garan berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan

undang-undangan yang berlaku.
Pasal 9

tnggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan
aturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN
TARGET KINERJA PENDAPATAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 10

Target penerimaan untuk tiap jenis Pajak Daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas

Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

& Pajak Hotel

- Pajak Restoran

Pajak Hiburan

- Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
Pajay Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Rp

0 PErkotaan

Pa]arn hal Peraturan Daerah Kabupaten Ban

tn
iy dapata“ dan Belanja Daerah Perubahan Tahu
: e

aran target penerimaan

Rp 2.500.000.000,00
Rp 1.500.000.000,00
Rp  800.000.000,00
Rp 1.750.000.000,00
Rp 24.500.000.000,00
Rp  170.000.000,00
Rp 96.000.000,00
Rp  225.000.000,00
Rp 14.000.000.000,00
26.200.980.000,00

o

LB B - "

yumas tentang Anggaran
n Anggaran 2013 telah

" 'apkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Pajak sebagaimana
Mk : bes
- Ud pada a esuaikan dengan
] yat (1) meny
agaimana Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
tercantum dalam 2

-
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c-'l-:(‘nai Angearan Pendapatan dan Belanja Dacrah ferubahan Tahun
TR :

\.;_\:;I‘rﬂn 2013.
~3rect penerimaan untuk tiap jenis  Retribusi Dacrah dan SKiD pengelola

Trdﬂp.aum retribust dacrah schagaimana ditctapkan dalam Angmaran

'_,-d;.p:;t:m dan Belanja Daerah Rabupaten Banvumas Tahun Anagaran

\113 adalah sebagai berikut :

, RetribusiJasa Umum

&

tJ

s

~]

10,

I,

12

Retribusi Pelavanan Kesehatan
Dinas Keschatan

Retribusi Pelavanan
Persampahan/Rebersihan

a) DCKKTR

b) Dinporabudpar

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan

Akta Catatan Sipil

Dindukcapil

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
Pengabuan Mayat

DCKKTR

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum

Dinhubkominfo

Retribusi Pelayanan Pasar
Dinperindagkop

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinhubkominfo

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran

DCKKTR

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Pcta
Dinas ESDM

Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan
Kakysg

DCKKTR

R*Etr'ibusi Pelayanan Pendidikan

Dinas Pendidikan

Retribyg; Pengendalian Menara
Telekomunikasi
Dl"hllb\kominI't::

Ctry :
1 "busi Jaga Usaha

®tribusi Pemakaian Kekayaan Dacral

Rp

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

7.574.500.316,00

278.000.000,00
15.000.000,00

2.275.000.000,00

0,00

1.200.000.000,00

4.200.000.000,00

750.000.000,00

0,00

20.000.000.00

22.000.000,00

0,00

750.000.000,00
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pinas SDA dan BM
BPM dan PP
pinporabudpar

a
b)

c)
d) Kantor Diklat

e) Dinas Peternakan dan Perikanan
f) Kecamatan Ajibarang
g) Kecamatan Banyumas
h) Kecamatan Cilongok
i) Kecamatan Gumelar
j) Kecamatan Jatilawang
k) Kecamatan Kembaran
1) Kecamatan Kemranjen
m) Kecamatan Patikraja
n) Kecamatan Pekuncen
o) Kecamatan Purwokerto Barat
p) Kecamatan Purwokerto Selatan
q) Kecamatan Somagede
r) Kecamatan Tambak
2. Retribusi Terminal
Dinhubkominfo
3. Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Dinporabudpar
Retribusi Rumah Potong Hewan
Dinas Peternakan dan Perikanan
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

o

54

Dinporabudpar
6. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dinas Peternakan dan Perikanan

* Retribusi Perizinan Tertentu

L. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
a) BPM dan PP
b) Kecamatan Ajibarang
¢) Kecamatan Banyumas
d) Kecamatan Baturraden
€) Kecamatan Cilongok
f) Kecamatan Gumelar
8 Kecamatan Jatilawang
h) Kecamatan Kalibagor
) Kecamatan Karanglewas
) Kecamatan Kebasen
k) Kecamatan Kedungbanteng

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

202.300.000,00
150.000.000,00
195.000.000,00
50.000.000,00
12.106.000,00
864.000,00
360.000,00
1.080.000,00
1.184.400,00
1.470.000,00
600.000,00
1.344.000,00
600.000,00
88.800,00
336.000,00
672.000,00
792.000,00
806.400,00

2.190.000.000,00

0,00

704.902.000,00

4.726.075.000,00

200.000.000,00

2.100.000.000,00

2.500.000,00
4.000.000,00
55.059.000,00
8.200.000,00
700.000,00
5.250.000,00
12.000.000,00
3.300.000,00
3.500.000,00
4.200.000,00

9

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

) Kecamatan Kembaran
m) Kecamatan Kemranjen
n) Kecamatan Lumbir
o) Kecamatan Patikraja
p) Kecamatan Pekuncen
a) Kecamatan Purwojati
1) Kecamatan Purwokerto Barat
s) Kecamatan Purwokerto Selatan
t) Kecamatan Purwokerto Timur
u) Kecamatan Purwokerto Utara
v) Kecamatan Rawalo
w) Kecamatan Sokaraja
x) Kecamatan Somagede
y) Kecamatan Sumbang
z) Kecamatan Sumpiuh
aa)Kecamatan Tambak
bb) Kecamatan Wangon
_ Retribusi Izin Gangguan
a) BPM dan PP
b) Kecamatan Ajibarang
¢) Kecamatan Banyumas
d) Kecamatan Baturraden
e) Kecamatan Cilongok
f) Kecamatan Gumelar
g) Kecamatan Jatilawang
h) Kecamatan Kalibagor
i) Kecamatan Karanglewas
j) Kecamatan Kebasen
k) Kecamatan Kedungbanteng
I) Kecamatan Kembaran
m) Kecamatan Kemranjen
n) Kecamatan Lumbir
0) Kecamatan Patikraja
p) Kecamatan Pekuncen
q) Kecamatan Purwojati
1) Kecamatan Purwokerto Barat
s) Kecamatan Purwokerto Selatan
t) Kecamatan Purwokerto Timur
u) Kecamatan Purwokerto Utara
v¥) Kecamatan Rawalo
W) Kecamatan Sokaraja
X) Kecamatan Somagede

Rp

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2.500.000,00
7.000.000,00
1.100.000,00
8.000.000,00
1.000.000,00
330.000,00
36.300.000,00
20.000.000,00
54.589.498,00
32.000.000,00
2.800.000,00
27.500.000,00
2.000.000,00
5.500.000,00
1.000.000,00
4.000.000,00
18.500.000,00

300.000.000,00

200.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
2.100.000,00

750.000,00
1.600.000,00
2.400.000,00

80.000,00
1.000.000,00
1.350.000,00

800.000,00

850.000,00

450.000,00

750.000,00

750.000,00

440.000,00
3.509.000,00
2.000.000,00
3.960.000,00
3.000.000,00

950.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
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y) Kecamatan Sumbang Rp 3.500.000,00

;) Kecamatan Sumpiuh Rp 100.000,00

aa)Kecamatan Tambak Rp 1.200.000,00

pb) Kecamatan Wangon Rp 2.500.000,00
3. Retribusi Izin Trayek

Dinhubkominfo Rp 15.000.000,00
4. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

BPM dan PP Rp 0,00

| Dalam hal Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 telah
ditetapkan maka target penerimaan untuk tiap jenis Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) menyesuaikan dengan besaran target penerimaan
sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun
Anggaran 2013.

Target kinerja pendapatan per jenis pajak dan retribusi ditetapkan secara

triwulanan.

Target pendapatan perjenis pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) pencapaian kinerja dijabarkan sebagai berikut :

Pajak Hotel, Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

(1) sampai dengan triwulan I : 25 % (dua puluh lima perseratus)
@) Ssampai dengan triwulan Il ¢ 50 % (lima puluh perseratus)

(3) sampai dengan triwulan 11l : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)
) sampai dengan triwulan [V : 100 % (seratus perseratus)

Targey Pendapatan perjenis Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, Perizinan
Tertenqy scbagaimana dimaksud dalam ayat (5) pencapaian kinerja
Ujabarkap sebagai berikut :

% Retribusi Jasa Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi
Pl-'lilyanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak
KTp dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan
P'-‘ngabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
Retribysg; Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
Retr ibusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian
Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus,

Clribysg;j Pelayanan Pendidikan dan Retribusi Pengendalian Menara

e
lck°"'llzlnikasi -

(1
(2)

15% (Lima belas perseratus)
40 % (Empat puluh perseratus)

Sampai dengan triwulan |

Sdmpaj dengan triwulan II "
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sampai dengan triwvulan Il ¢ 754, (tujuh puluh lima perseratus)

() ) .
() sampai dengan triwulan IV ;100 o, (seratus perseratus)
b. Retribust Jasa Usaha yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayvaan

Pcmnggrnlmn/\lillﬂ, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat
Rekreasi & Olah Raga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah :

1) sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas perseratus)

2) sampai dengan triwulan Il : 40 % (empat puluh perseratus)

3) sampai dengan triwulan Ill : 759% (tujuh puluh lima perseratus)

4) sampaidengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)

Retribusi Perizinan Tertentu yang meliputi Retribusi lzin Mendirikan
Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol :

1) sampaidengan triwulanl : 15 % (lima belas perseratus)
2) sampaidengan triwulan Il : 40 % (empat puluh perseratus)
3) sampaidengan triwulan Il : 75 % (tujuh puluh lima perseratus)

4) sampaidengan triwulan IV : 100 % (seratus perseratus)

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

aturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan

pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 7 § DEQ 2612

_— R
“angkan di Purwokerto

Tanggal ....2/Y...DEC....2012...
AR 1 KABUPATEN BANYUMAS
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